
Mata pelatihan ini menguraikan pengertian tentang
Government Process Reengineering sebagai landasan
perubahan proses bisnis saat bertransformasi,
pembahasan kebijakan digitalisasi pemerintah,
komponen kunci dan tantangan yang dihadapi saat
menjalankan digitalisasi, serta hal-hal yang perlu
dilakukan dan pembelajaran yang didapat saat
pembangunan digital organization.
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Setelah menyelesaikan mata pelatihan ini
peserta diharapkan mampu memahami
proses bisnis As-Is dan To-Be di lingkungan
kerjanya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan saat melakukan transformasi,
serta memahami konsep digital
organization untuk menghadapi perubahan
lingkungan organisasi akibat tingginya
kompleksitas tuntutan stakeholders dan
publik.



MEMAHAMI PENGERTIAN GOVERNMENT
PROCESS REENGINEERING 

1.

MENJELASKAN KONSEP DIGITAL
ORGANIZATION

2.

MEMAHAMI PROSES PENERAPAN
DIGITAL ORGANIZATION
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Pengertian GPR 
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2. PENDEKATAN DIGITAL
ORGANIZATION

1. GOVERNMENT PROCESS
REENGINEERING

Komponen kunci digital
organization 
Tantangan pembangunan Digital
Organization
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SEJARAH Michael Hammer (1990) tentang gagasan
perubahan bertahap, dengan judul yang
provokatif Reengineering Work: Don’t
Automate, Obliterate.
Pekerjaan yang tidak menambah nilai
tambah bagi pelanggan, harus dihapus,
bukan dipercepat melalui otomatisasi.
(Hammer & Champer, 1993)  --> Definisi
BPR adalah the fundamental rethinking
and radical redesign of business processes
to generate dramatic improvements in
critical performance measures-such as
cost,  quality, service and speed.
Dirintis sbg strategi manajemen bisnis,
yang bertujuan untuk perbaikan desain
alur kerja dan analisis proses bisnis dalam
suatu organisasi

Business Process Reengineering
(Rekayasa Ulang Proses Bisnis)



DEFISINI GOVERNMENT
PROCESS ENGINEERING (GPR)

Bisnis dalam GPR diasosiasikan
dengan urusan atau proses yang ada
di instansi pemerintah, seperti
persuratan, kepegawaian,
pengarsipan, maupun pengolahan
data. 



FAKTOR
PENDORONG
GPR

Pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh proses dimana mereka menginginkan
layanan yang didesain sesuai dengan
kebutuhannya, misalnya mereka menuntut
kepastian waktu pelayanan. 

Pengguna

Perkembangannya mampu mengubah proses
menjadi lebih mudah dan sederhana,
misalnya integrasi data, SSO, mobile apps. 

Teknologi

Misalnya Satu Data Indonesia, Mal Pelayanan
Publik, maupun kebijakan berbagi pakai. 

Kebijakan atau Aturan Main



HAL PENTING
UNTUK
DIPERHATIKAN
DALAM GPR

Reformasi besar-besaran dari proses bisnis di
pemerintahan, prinsip, struktur, dan perilaku
dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan
kualitas layanan pemerintah. 
Penekanan rekayasa ulang proses bisnis itu
terletak pada penghilangan proses bisnis yang
tidak meningkatkan nilai tambah, bukan
otomatisasi atau digitalisasi. 



TUJUAN GPR

Pengurangan kompleksitas proses,
biaya dan waktu layanan

Peningkatan transparansi proses

Pengurangan beban administrasi

Peningkatan kepuasan masyarakat



Identifikasi Masalah
Pemetaan Proses As-Is 
Analisis Proses As-Is
Rekayasa Proses To-Be
Implementasi
Monitoring dan Evaluasi

Kerangka Kerja GPR



Identifikasi
Masalah

Kerangka Kerja GPR



Informasi didapat melalui inisiatif
pemerintah, misalnya survei, FGD, maupun
interview.

2 Cara Mengidentifikasi
Masalah

Proaktif

Reaktif

Informasi berasal dari inisiatif pengguna
seperti komplain, riset, maupun
pemberitaan di media.



Pemetaan
Proses As-Is

Kerangka Kerja GPR



Prinsip
Penyusunan GPR

Definitif

Urutan

Pemenuhan
Pengguna Layanan

Nilai Tambah

Suatu peta proses bisnis harus memiliki
batasan, masukan, serta keluaran yang
jelas.

Peta proses bisnis harus terdiri atas
aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan
pelaku.

Pihak yang menerima hasil dari proses
adalah pengguna layanan

Transformasi yang terjadi dalam proses
harus memberikan nilai tambah pada
pengguna.



Prinsip
Penyusunan GPR

Definitif

Urutan

Pemenuhan
Pengguna Layanan

Nilai Tambah

Suatu peta proses bisnis harus memiliki
batasan, masukan, serta keluaran yang
jelas.

Peta proses bisnis harus terdiri atas
aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan
pelaku.

Pihak yang menerima hasil dari proses
adalah pengguna layanan

Transformasi yang terjadi dalam proses
harus memberikan nilai tambah pada
pengguna.



Prinsip
Penyusunan GPR

Keterkaitan

Fungsi silang

Sederhana
representatif

Konsensus

Suatu proses tidak dapat berdiri,
melainkan harus terkait dalam suatu
struktur organisasi.

Suatu proses mencakup hasil kerja sama
beberapa fungsi dalam satu organisasi.

Mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa
terkecuali dan digambarkan secara
sederhana.

Disepakati oleh seluruh unit organisasi
yang ada dalam ruang lingkup instansi
pemerintah. 



Termasuk identifikasi proses yang berhubungan
dengan persyaratan standar yang diadopsi, dan
unit organisasi yang terlibat di dalamnya
Mempertimbangkan kemungkinan pemenuhan
permintaan pengguna yang berhubungan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi
organisasi.

Langkah Pemetaan Proses
Identifikasi Seluruh Proses

Menyusun Peta Relasi

Merelasikan dan menunjukkan pihak yang terlibat
dalam setiap proses yang tergambarkan pada
peta proses bisnis. 
Penting untuk dapat memahami peranan setiap
pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga
tercapai output yang ditentukan.



Analisis
 Proses As-Is

Kerangka Kerja GPR



Analisis Proses As-Is
 Untuk menganalisis alur kerja dalam sebuah organisasi

dengan jalan mengidentifikasi inefisiensi dan area potensial
untuk perbaikan.

Langkah Pertama

Identifikasi akar
penyebab masalah

(Root Causes)

Langkah Kedua Langkah Ketiga

Menentukan aktivitas
yg tidak bernilai

tambah (non value
added) pada proses

yg sudah ada

 Analisis dampak
bisnis juga menjadi
pertimbangan spy

proses implementasi
tidak tergganggu.



Langkah-Langkah Menuju
Tranformasi Digital

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Pellentesque sed convallis nisl.
Ut lobortis blandit ante, sed

fermentum leo mollis vel.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Pellentesque sed convallis nisl.
Ut lobortis blandit ante, sed

fermentum leo mollis vel.

Langkah Pertama

Tentukan Target Temukan Algoritma

Langkah Kedua Langkah Ketiga

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Pellentesque sed convallis nisl.
Ut lobortis blandit ante, sed

fermentum leo mollis vel.

Lakukan Kolaborasi



Diagram Ishikawa (Fishbone) 
untuk Menentukan Root Causes



Rekayasa
Proses To-Be

Kerangka Kerja GPR



Rekayasa Proses To-Be

Pola PIkir Divergen Pola Pikir Konvergen
Menggunakan teknik
benchmarking dan
brainstorming.

Menggunakan teknik triase
dan Teknik perbandingan
berpasangan (pairwise
comparison)

 Menyelesaikan permasalahan yang sudah ditetapkan di proses Analisis
As-Is. Untuk dapat menyelesaikannya perlu dikembangkan berbagai

alternatif ide solusi yang dapat dimunculkan dengan pendekatan
berpikir divergen dan konvergen.



Proses terstruktur membandingkan proses bisnis organisasi
kita dengan praktik terbaik (best practice) serupa yang
kemudian diikuti dengan menggabungkan ide-ide terbaik ke
dalam proses bisnis kita sendiri. 
Digunakan untuk mengukur dan terus meningkatkan proses,
prosedur, dan kebijakan organisasi terhadap praktik terbaik. 
Dari hasil yang dicapai, organisasi dapat membuat
perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja dan
meningkatkan kepuasan pengguna atau masyarakat secara
umum. 

Teknik curah pendapat untuk mendapatkan dan
mengembangkan ide solusi original (baru) dalam waktu singkat. 
Curah pendapat digunakan ketika kita menginginkan pilihan yang
luas maupun partisipasi seluruh peserta yang bisa memunculkan
ide kreatif dan orisinal.

Berpikir Divergen
Benchmarking

Brainstorming



Salah satu cara penyelesaian masalah dgn  
mengelompokkan masalah menjadi tiga kategori
berdasarkan kepentingan relatifnya (merah
(esensial/kritis), kuning (penting/ mendesak), atau hijau
(opsional/pendukung). 
Sumber daya dialokasikan berdasarkan
kategori/peringkat hasil/tujuan dan proses. Level merah
mendapatkan sumber daya pertama, sebelum level
kuning, dan hijau. 

Untuk mengevaluasi tingkat kepentingan antar alternatif
solusi 
Salah satu metode yang populer Analytical Hierarchy
Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty.
Metode AHP adalah teknik pengambilan keputusan multi
faktor (multi factor decision making) untuk mengatasi
subjektivitas penilaian (melakukan perbandingan secara
berpasangan antara satu faktor dengan satu faktor
lainnya.

Berpikir Konvergen
Triase

Perbandingan Berpasangan



Pendekatan Rekayasa Proses Bisnis

Melihat kemungkinan
adanya pengulangan,
duplikasi, inefisiensi,

kemacetan (bottlenecks),
maupun aktivitas yang

tidak perlu dan aktivitas
yang tidak bernilai

tambah

Rancang Ulang
Proses 

(Process Redesign)

Mengubah cara proses
dijalankan (dimana dan

bagaimana).

Pengerjaan Ulang 
(Process Rework)

Perbaikan proses melalui
penghapusan langkah yg
tidak berkontribusi pada

hasil kerja akhir. 
Proses yang dihilangkan
adalah proses yang tidak
memberikan nilai tambah
pada proses di depannya

Mengurangi /
menghilangkan

proses (Process
Redesign)



Pendekatan Rekayasa Proses Bisnis

Pemanfaatan sb daya pihak
lain utk mengerjakan layanan

yang ada di internal
organisasi.

Tidak semua layanan bisa
dioutsourcekan

Layanan yang memungkinkan
utk outsourcing adlh layanan

insidental yg tidak bernilai
tambah seperti pengumpulan

formulir, entri data,
pemindaian dokumen, dll

Alih Daya
(Process Outsource)

Untuk memperoleh
manfaat pengurangan

waktu penyelesaian yang
signifikan, kemampuan

untuk pengendalian yang
lebih baik (pemeriksaan

kesalahan otomatis,
validasi, dll), atau

pengurangan biaya (biaya
tenaga kerja, biaya

pemberian layanan).

Mengganti/Otomasi
Proses (Process

Replace/Automation)



Implementasi
Kerangka Kerja GPR



TAHAPAN
IMPLEMENTASI

01

02

04

05

ANALISIS ASPEK LEGAL
YANG TERKENA DAMPAK

03 06

ANALISIS STRUKTUR
ORGANISASI DAN SDM

ANALISIS KEBUTUHAN
INFRASTRUKTUR

SOSIALISASI, PELATIHAN
PENGGUNAAN SISTEM
BARU, INSTALASI SISTEM,
DSB.

ANALISIS MANAJEMEN
RISIKO

MELAKUKAN UJICOBA

07 MENGUKUR DAMPAK
POSITIF NEGATIF
IMPLEMENTASI,



Monitoring 
& Evaluasi

Kerangka Kerja GPR



Prinsip Monev

Berorientasi pada tujuan

Mengacu pada kriteria keberhasilan

Mengacu pada asas manfaat

Dilakukan secara objektif



pendekatan digital
organization



Pendekatan
digital
organization

Kebijakan  
Digitalisasi

Pemerintahan

Transformasi
Digital



Bentuk investasi baru dalam teknologi, model
bisnis, dan proses bisnis yang mendorong
terciptanya nilai baru bagi publik dan karyawan
agar semakin efektif dalam bersaing di era
perubahan ekonomi digital yang serba cepat.
Merupakan perubahan yang berhubungan
dengan penerapan teknologi digital dalam semua
aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya
meningkatkan dan mendukung metode
tradisional. 

Transformasi
digital



5 Faktor agar Transformasi Digital
Berhasil

(Harvard Business Review)

KETAHUI DENGAN
TEPAT STRATEGI

ORGANISASI

Perhatikan fokus
pelayanan
organisasi

(kecepatan,
ketelitian, hospitality,

dsb) yang akan
mempengaruhi

pilihan transformasi
pelayanannya.

MANFAATKAN
ORANG DALAM

Perlu
memperhatikan

pengetahuan dan
pengalaman orang
dalam organisasi

untuk
mengembangkan

solusi baru 

MERANCANG
PENGALAMAN

PUBLIK DARI LUAR
KE DALAM
 Jika tujuan

transformasi digital
untuk meningkatkan

kepuasan publik,
maka segala upaya

harus didahului
dengan

menganalisis
masukan dari publik

KENALI
KETAKUTAN

KARYAWAN YG
AKAN DIGANTI
Pemimpin perlu

mengenali
ketakutan karyawan

dan menekankan
bahwa proses

transformasi digital
mrpk kesempatan

untuk meningkatkan
keahlian  sesuai

dengan kebutuhan
publik masa depan

BAWA BUDAYA
START-UP KE

DALAM

Perusahaan Start-
Up adlh contoh baik

sbg referensi
instansi pemerintah  

Start-Up hanya
sekali “meminta”

pengguna meng-
instal aplikasi

pelayanannya,
walaupun fiturnya
bertambah terus



Kebijakan Digitalisasi Pemerintahan 

Inpres No. 3/2003
(Kebijakan dan

Strategi Nasional e-
Government)

Perpres No. 95/2018
(Sistem

Pemerintahan
Berbasis Elektronik)

(SPBE) 

Perpres No. 39/2019 
(Satu Data
Indonesia)

UU No. 11/2008  
(Informasi dan

Transaksi Elektronik)
dan 

PP No. 71/2019 
(Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi
Elektronik)



Inpres No. 3/2003 - 
6 Strategi e-Government

Mengembangkan sistem pelayanan yang
andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh
masyarakat luas.

1.

Menata sistem manajemen dan proses kerja
pemerintah dan pemerintah daerah otonom
secara holistik. 

2.

Memanfaatkan teknologi informasi secara
optimal. 

3.

Meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi
dan teknologi informasi. 

4.

Mengembangkan kapasitas SDM
pemerintahan maupun e-literacy
masyarakat. 

5.

Melaksanakan pengembangan secara
sistematik melalui tahapan-tahapan yang
realistis dan terukur

6.



Ruang Lingkup yang diatur:
Tata Kelola SPBE1.
Manajemen SPBE. 2.
Audit Teknologi Informasi. 3.
Tanggung jawab
penyelenggara SPBE. 

4.

Percepatan SPBE. 5.
Pemantauan dan evaluasi
SPBE. 

6.

Perpres No. 95/2018 (SPBE)



Pihak penyelenggara tata kelola data:
Pembina Data (Instansi Pusat dan Daerah
yg membina)

1.

Wali Data (Unit Instansi Pusat & Daerah yg
mengumpulkan, memeriksa, mengelola
data dari produsen data, dan
menyebarluaskan. 

2.

Produsen Data (unit instansi yg
menghasilkan data sesuai kewenangan)

3.

Pengguna Data (instansi, perorangan,
kelompok orang, badan hukum yg
menggunakan data)

4.

Perpres No.395/2019 
(Satu Data Indonesia)



UU No. 11/2008 (ITE) & PP No. 71/2019 
(Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)

Mengatur secara menyeluruh
penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik sebagai bentuk
antisipasi perkembangan teknologi
informasi yang sangat pesat dalam
rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi digital dan penegakan
kedaulatan negara atas informasi
elektronik di seluruh wilayah RI.



11 Muatan UU No. 11/2008 - UU No. 1/2024 (ITE) 
& PP No. 71/2019 

Kategori Penyelenggara Sistem
Elektronik01

02

03

Kewajiban Penyelenggara
Sistem Elektronik

Penghapusan dan/atau penutupan
akses terhadap informasi
elektronik dan/ atau dokumen
elektronik yang tidak relevan

Penempatan Sistem Elektronik
dan Data Elektronik 04



11 Muatan UU No. 11/2008 - UU No. 1/2024 (ITE) 
& PP No. 71/2019 

Penyelenggaraan Transaksi
Elektronik07

05

06

Pengawasan penyelenggaraan
sistem elektronik

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Penyelenggaraan Sertifikasi
Elektronik08



11 Muatan UU No. 11/2008 - UU No. 1/2024 (ITE) 
& PP No. 71/2019 

Sanksi administratif11

09

10

Pengelolaan Nama Domain

Peran Pemerintah dalam
penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik



Konsep
Digital
Organization



Konsep DO

Perangkat keras
Perangkat lunak
Tenaga ahli
Tata kelola
Pengamanan
Sertifikasi Kelaikan Sistem
Elektronik
Pengawasan

Komponen Kunci DO

Kultur/budaya, kebiasaan
Kebijakan masih
membahas hal-hal makro
Resisten untuk berubah
Minimnya sharing dan
kolaborasi
Talent Gap, termasuk
jumlah dan kualitas SDM

Tantangan
Pembangunan DO



ORGANISASI
DIGITAL 

PRAKTEK



ORGANISASI
DIGITAL

PRAKTIK

Hal yang Perlu Dilakukan Menuju
Digital Organization 

1.

Pembelajaran dalam
Pembangunan Digital
Organization

2.



ORGANISASI
DIGITAL

HAL YG PERLU
DILAKUKAN MENUJU

Menentukan tujuan akhir pembangunan
DO

Membuat peta jalan DO

Menjalankan semua amanat kebijakan

Memperkecil kesenjangan kompetensi
SDM di instansinya

Komitmen pimpinan dalam
menjalankan agenda digital

Meningkatkan kesadaran pentingnya
berbagi data

Menyiapkan aturan main



ORGANISASI
DIGITAL

PEMBELAJARAN DALAM
PEMBANGUNAN



PERAN TEKNOLOGI, SDM, DAN KEBIJAKAN 
DALAM CYBER SECURITY

(CISCO, 2017)

PERAN
TEKNOLOGI

26% 

PERAN SDM 
& KEBIJAKAN

74%




